BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan

Sanksi pidana penjara sebagai upaya penjeraan bagi pelaku tindak
pidana korupsi efektif memberikan efek jera hal ini dengan disertai uang
pengganti dan denda yang didasarkan pada Undang-undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi dan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan
tindak pidana korupsi. Kesimpulan bahwa sanksi pidana penjara efektif
memberikan efek jera hal ini didasarkan pada rendahnya jumlah pengulangan
atau residivis pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dalam memutus suatu
tindak pidana korupsi selain berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang
pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi juga dengan menambah satu
tahun dari apa tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan oleh hakim
untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai
bentuk alat pencegahan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi berulang.
Sanksi yang ditetapkan melalui Perma No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman
pemidanaan tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan kepastrian
hukum dan kontribusi yang baik bagi penegakkan hukum di Indonesia agar
mampu memberi efek jera dan menghindari disparitas putusan. Perilaku

koruptif dalam budaya hukum di Indonesia ini menjadi tantangan bagi
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masyarakat dan seluruh aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan

dan integritas.

. Saran

Perluasan tindak pidana korupsi ini penting untuk mengakomodasi
tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan atau perekonomian negara
yang mencapai triliunan rupiah. Hal tersebut merupakan urgensi yang saat ini
harus segera diatasi karena melihat perkembangan massifnya tindak pidana
korupsi yang terjadi di Indonesia dan juga nilai kerugian negara yang secara
nyata mencapai triliunan rupiah, sudah seharusnya pemberatan sanksi pidana
penjara hingga hukuman mati terhadap kerugian negara atau perekonomian
negara yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan negara.
Undang-undang sebagai alat pemberantasan korupsi di Indonesia juga KPK
sebagai lembaga yang berwenang seharusnya dapat diberikan kekuasaan
independen yang maksimal sebagai bentuk keleluasan dan juga mempercepat
penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilakukan
dengan pemberian imunitas asas presumption of guilt. Terhadap undang-
undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya dianulir dengan
KUHP baru yaitu seperti denda yang dapat mencapai Rp. 50.000.000.000 agar
mampu memberikan efek jera dapat menambahkan model-model pemidanaan

yang lain seperti perampasan aset, dipermalukan, dihilangkan hak-haknya
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yang memiliki kedudukan dipemerintahan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Terkait dengan denda juga seharusnya dapat dikaji kembali karena
maksimal Rp1.000.000.000 miliar ini sangat tidak relevan dengan jumlah
korupsi yang sering dilakukan sekarang ini. Penguatan oleh aparat penegak
hukum menjadi hal yang sangat penting dan krusial uuntuk menghindari

praktek korupsi dalam penegakkan hukum di Indonesia.
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